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Dalam mewujudkan semangat serta 
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka 
dibutuhkan pengetahuan mendasar bagi seluruh 
warga negara mengenai hak konstitusionalnya. 
Dengan mengetahui hak yang dijamin konstitusi 
maka warga negara dapat memenuhi dan 
memperjuangkan haknya dengan cara yang 
benar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan 
ikhtiar untuk meningkatkan literasi masyarakat 
dalam memahami dan menginternalisasi 
secara menyeluruh hak konstitusional warga 
negara sebagaimana termuat di dalam 
UUD 1945. Namun pada kenyataannya, tidak 
semua dapat dengan mudah melakukannya. 
Hal ini menandakan, upaya menjadikan hak 
konstitusional warga negara untuk lebih mudah 
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diketahui dan dipahami, merupakan sesuatu 
hal yang perlu dilakukan dengan strategi dan 
cara yang tepat. Apalagi jika dikaitkan dengan 
kondisi perkembangan zaman saat ini, di 
mana sebagian besar masyarakat mencari dan 
mendapatkan informasi melalui daring. Pola 
informasi daring biasanya disampaikan secara 
simbolis dan to the point, bahkan tanpa melalui 
penyaringan informasi dari penggunanya. 
Dengan demikian, dibutuhkan pengemasan 
informasi yang lebih sederhana, mudah 
dipahami oleh publik, dan tepat informasi. 

Dalam hal ini saya menyambut baik 
dan gembira langkah kreatif dan inovatif 
dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi yang telah menyusun 
dan menerbitkan “Buku Saku Ikon Hak 
Konstitusional Warga Negara (Ikon HKWN)”. 
Buku saku ini menampilkan hak konstitusional 
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warga negara dalam bentuk ikon dengan grafis 
yang atraktif dan warna spesifik sehingga menjadi 
suatu terobosan yang sungguh patut diapresiasi. 
Sebab, selain memudahkan siapapun mengenali 
hak konstitusionalitas warga negara, buku saku 
ini juga dapat mendorong warga negara untuk 
memahami dan mengembangkan kesadaran 
atas hakikat dari hak-hak konstitusional.

Saya meyakini Ikon HKWN ini akan 
mendukung kelancaran MK dalam melaksanakan 
fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional 
warga negara (the protector of the citizen 
constitutional rights). Sebab, salah satu faktor 
yang mutlak diperlukan demi kelancaran fungsi 
tersebut ialah pengetahuan, pemahaman, 
dan kesadaran warga negara terhadap hak 
konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin 
oleh UUD 1945.
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Terbitnya buku saku Ikon HKWN ini 
merupakan salah satu bukti konkret MK dalam 
upaya untuk menyebarluaskan informasi dan 
meningkatkan pemahaman berkonstitusi di 
Indonesia. Hal ini dilakukan juga sebagai 
salah satu upaya dan tanggung jawab MK 
dalam meningkatkan perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional 
warga negara berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan 
kemudahan untuk ikhtiar dan langkah terbaik 
kita.

Jakarta, 10 Desember 2024 
Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.



viii

Dalam kerangka ikhtiar meningkatkan 
pengetahuan, memberikan pemahaman, dan 
mengembangkan kesadaran kepada warga 
negara mengenai hak konstitusional warga 
negara, Mahkamah Konstitusi yang memiliki 
peran sebagai pelindung konstitusi (the guardian 
of the constitution) mengambil tanggung jawab 
nyata dengan menerbitkan Buku Saku Ikon Hak 
Konstitusional Warga Negara (Ikon HKWN) ini.

Dalam buku saku ini, hak konstitusional 
warga negara yang termuat di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 telah diinventarisir secara saksama dan 
dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 
Pertama, Hak Individual (34 ikon); Kedua, Hak 
Kolektif (29 ikon); dan Ketiga, Hak Masyarakat 
Rentan (3 ikon). Tampilan ikon-ikon tersebut 
dibuat dan disusun sedemikian rupa agar 
mampu merepresentasikan ciri-ciri atau karakter 
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objek yang diwakili, yaitu norma dan ketentuan 
mengenai hak konstitusional warga negara.

Buku saku Ikon HKWN merupakan 
salah satu cara dan media sosialisasi serta 
sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan 
atau alat bantu agar hak konstitusional warga 
negara secara lebih mudah, menarik, dan 
semakin ‘akrab’ diketahui, diingat, disadari, 
dan dipahami keberadaannya oleh seluruh 
kalangan warga negara. Harapannya, buku 
saku ini dapat membawa manfaat dan berdaya 
guna bagi peningkatakan konstitusionalisme 
serta tegaknya Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Salam Konstitusi!

Jakarta, 10 Desember 2024 
Sekretaris Jenderal, 

Heru Setiawan
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